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Abstrak

Praktik pembagian warisan di luar pengadilan masih umum dilakukan
di berbagai daerah Indonesia, termasuk oleh masyarakat adat Tarlawi
di Bima. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan warisan dalam
sistem hukum Indonesia serta model pembagian warisan menurut
hukum adat Tarlawi. Penelitian menggunakan metode empiris dengan
pendekatan sosiologis, didukung data primer melalui wawancara,
observasi lapangan, dan dokumentasi, serta data sekunder dari
peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional mengatur warisan
melalui sistem hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat,
masyarakat Tarlawi lebih mengutamakan penyelesaian secara
kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh
tokoh adat. Model ini mencerminkan kearifan lokal, menjunjung nilai
keadilan, kebersamaan, dan keharmonisan sosial, serta dinilai lebih
cepat, sederhana, murah, dan efektif. Temuan ini menegaskan
eksistensi serta efektivitas hukum adat sebagai bagian integral dari
sistem hukum nasional Indonesia dalam penyelesaian sengketa
warisan.
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Pendahuluan

Pembagian waris merupakan salah satu aspek hukum yang tidak hanya
memiliki implikasi hukum, tetapi juga sosial dan budaya yang sangat mendalam
dalam masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama
yang tinggi, Indonesia menganut sistem hukum pluralistik yang mengakui tiga
sistem hukum waris yang berbeda, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum
perdata (Burgerlijk Wetboek). Setiap sistem hukum ini menawarkan pendekatan yang
berbeda dalam mengatur pembagian harta peninggalan. Hukum perdata
memberikan ruang bagi pewaris untuk menentukan pembagian harta melalui surat
wasiat, sedangkan hukum Islam mengikuti ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an
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dan Hadis yang menegaskan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan yang
sudah jelas. Di sisi lain, hukum adat yang masih banyak dipraktikkan oleh sebagian
besar masyarakat adat Indonesia, mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat
dalam menyelesaikan pembagian harta warisan.

Salah satu fenomena yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia, khususnya
di desa-desa adat, adalah pembagian waris yang dilakukan di luar pengadilan. Di
Desa Tarlawi, misalnya, pembagian waris dilakukan berdasarkan musyawarah
keluarga dan tidak melalui proses peradilan formal. Meskipun demikian, praktik ini
sering kali menimbulkan masalah hukum, terutama terkait dengan ketidakpastian
hukum dan ketidakadilan yang mungkin terjadi, terutama bagi pihak perempuan
dan anak-anak. Perselisihan antar ahli waris bisa muncul jika tidak ada kesepakatan
dalam musyawarah, dan ini sering kali berujung pada ketidakadilan bagi pihak yang
lemah, seperti perempuan atau anak yang tidak mendapat bagian yang setara.

Pembagian waris di luar pengadilan, meskipun dianggap lebih efisien dan
mengurangi biaya, tetap menyisakan berbagai tantangan hukum dan sosial.
Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh kurangnya dasar hukum yang
mengikat dan mengatur pembagian waris adat menjadi masalah besar, terutama
ketika prinsip-prinsip keadilan tidak ditegakkan dengan jelas. Selain itu, kebiasaan
ini juga tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi ahli
waris yang dirugikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
pengaturan pembagian waris dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta
memahami model pembagian waris yang berlaku di luar pengadilan menurut
hukum adat masyarakat Tarlawi. Melalui pendekatan hukum empiris, penelitian ini
diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai praktik pembagian waris adat di
masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan
untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi.

Pembagian waris di Indonesia merupakan salah satu topik yang krusial dalam
studi hukum, mengingat keberagaman sistem hukum yang ada di negara ini.
Indonesia menerapkan pluralisme hukum yang mengakomodasi sistem hukum adat,
hukum Islam, dan hukum perdata. Setiap sistem hukum ini memiliki pendekatan
yang berbeda dalam mengatur pembagian harta peninggalan pewaris. Oleh karena
itu, penting untuk memahami bagaimana ketiga sistem hukum ini saling berinteraksi
dan mempengaruhi praktik pembagian waris, terutama dalam konteks hukum adat
yang masih dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pluralisme hukum di Indonesia merupakan refleksi dari keberagaman sistem
hukum yang ada, yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata.
Pluralisme hukum ini memungkinkan berbagai kelompok masyarakat untuk
memilih sistem hukum yang berlaku sesuai dengan identitas mereka. Menurut
Eilstrup-Sangiovanni dan Verdier (2024), pluralisme hukum dapat dilihat sebagai
cara untuk mengakomodasi keberagaman budaya dan norma dalam masyarakat
global, yang juga relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki sistem hukum
yang bervariasi. Dalam konteks pembagian waris, pluralisme ini tercermin dalam
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kebebasan memilih antara hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat
(Nasution, 2019).

Hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI), yang menyatakan pembagian harta warisan dengan porsi yang jelas. Anak
laki-laki menerima bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan, sesuai
dengan prinsip bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sosial dan finansial yang
lebih besar dalam keluarga. Aulia (2024) menjelaskan bahwa ketentuan ini
didasarkan pada tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga yang harus
menanggung biaya hidup keluarga. Di sisi lain, hukum perdata yang berlaku untuk
masyarakat non-Muslim memberikan kebebasan bagi pewaris untuk menentukan
pembagian warisan melalui surat wasiat, dengan tetap mempertimbangkan hak
mutlak bagi ahli waris tertentu. Oltanie (2024) menekankan bahwa sistem ini
memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menentukan siapa yang berhak
menerima warisan, tetapi tetap mengedepankan keadilan di antara semua ahli waris.

Dalam praktiknya, hukum waris Islam di Indonesia sering kali menghadapi
tantangan, terutama terkait dengan ketidakadilan bagi perempuan dalam pembagian
warisan. Seiring berjalannya waktu, hukum Islam di Indonesia mulai mengalami
penyesuaian dengan perkembangan masyarakat dan dinamika sosial yang ada.
Sebagai contoh, ada beberapa daerah yang mulai menerapkan prinsip kesetaraan
dalam pembagian waris, meskipun masih terbatas. KHI juga memberikan ruang bagi
individu untuk membuat wasiat yang dapat mempengaruhi pembagian warisan,
asalkan tidak bertentangan dengan hak ahli waris yang sudah ditentukan.

Namun, dalam masyarakat adat, seperti di Desa Tarlawi, pembagian waris
lebih mengutamakan konsensus keluarga dan peran tokoh adat. Hukum adat di
Indonesia, meskipun tidak memiliki pengakuan formal dalam sistem hukum
nasional, tetap berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat.
Sistem pembagian waris adat, baik yang matrilineal maupun patrilineal, berfokus
pada nilai kekeluargaan dan musyawarah yang menghindari konfrontasi hukum
(Karimah, 2024). Di Desa Tarlawi, pembagian waris dilakukan berdasarkan tradisi
yang diakui oleh masyarakat setempat, meskipun tidak ada dasar hukum tertulis
yang mengaturnya secara eksplisit (Muha Danil, 2023).

Peran tokoh adat yang dominan dalam pembagian waris juga dapat
menimbulkan masalah, terutama ketika tidak ada transparansi dalam proses
musyawarah atau ketika keputusan yang diambil tidak memenuhi prinsip-prinsip
keadilan. Dalam beberapa kasus, keputusan yang diambil oleh tokoh adat mungkin
lebih menguntungkan pihak tertentu, seperti pihak laki-laki, dan merugikan pihak
lainnya, seperti perempuan atau anak-anak. Hal ini menjadi tantangan dalam
memastikan bahwa pembagian waris adat tetap adil dan sesuai dengan hak-hak
individu yang terlibat.

Walaupun pembagian waris adat di luar pengadilan sering kali dinilai lebih
cepat dan murah, namun hal ini tetap menghadirkan tantangan, terutama terkait
dengan keadilan bagi perempuan dan anak-anak dalam keluarga. Masyarakat adat,
meskipun menjaga nilai kekeluargaan, terkadang tidak memberikan hak yang sama
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kepada semua anggota keluarga. Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas adat,
perempuan sering kali mendapatkan bagian yang lebih kecil dalam pembagian
waris, bahkan terkadang tidak mendapatkan bagian sama sekali. Karimah (2024)
mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan hak perempuan
dalam pembagian waris, di beberapa daerah masih terdapat kesenjangan dalam hal
ini.

Sistem pembagian waris di luar pengadilan juga memperlihatkan pentingnya
peran tokoh adat dalam menjaga harmonisasi sosial. Dalam masyarakat Tarlawi,
tokoh adat berperan sebagai mediator yang memastikan agar proses pembagian
waris berjalan dengan adil dan sesuai dengan tradisi yang berlaku. Muha Danil
(2023) menyebutkan bahwa tokoh adat memiliki peran yang sangat besar dalam
menghindari konflik dan memutuskan pembagian harta warisan. Keputusan yang
diambil oleh tokoh adat biasanya dihormati oleh seluruh anggota masyarakat,
karena mereka dianggap sebagai figur yang bijak dan memiliki pemahaman yang
mendalam tentang norma adat.

Namun, meskipun proses ini relatif lebih cepat, tetap ada tantangan dalam hal
keadilan. Ketidakpastian hukum yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan
perundang-undangan nasional membuat banyak pihak merasa dirugikan, terutama
mereka yang kurang paham dengan hukum adat atau tidak memiliki akses ke tokoh
adat yang berwenang. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan bagaimana
hukum adat dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi
manusia yang lebih luas, tanpa mengorbankan nilai-nilai yang telah lama
berkembang dalam masyarakat adat. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa
semua ahli waris, tanpa memandang gender atau status, mendapatkan hak yang
setara dalam pembagian warisan.

Hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) memberikan aturan yang lebih jelas mengenai pembagian
warisan, terutama bagi masyarakat non-Muslim. Hukum perdata menekankan pada
pembagian warisan yang berdasarkan pada wasiat atau kesepakatan yang dibuat
oleh pewaris. Menurut Liastikha (2024), dalam hukum perdata, pewaris memiliki
kebebasan untuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan berapa
bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, asalkan tidak bertentangan dengan hak-
hak mutlak yang diberikan oleh undang-undang.

Namun, meskipun hukum perdata memberikan kepastian hukum dalam hal
pembagian warisan, sering kali masalah muncul ketika pewaris tidak membuat
wasiat atau ketika wasiat yang dibuat bertentangan dengan hak ahli waris yang sah.
Hal ini bisa menyebabkan sengketa yang panjang dan memakan biaya tinggi. Selain
itu, hukum perdata tidak selalu memperhatikan konteks sosial dan budaya
masyarakat yang mungkin memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel, seperti
dalam hukum adat.

Dalam hal ini, pembagian waris di luar pengadilan harus terus dievaluasi dan
diawasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan
tetap terjaga. Selain itu, perlu adanya upaya untuk mengharmonisasikan hukum
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adat dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, agar dapat memberikan
perlindungan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang
berada dalam sistem hukum adat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi penting dalam memahami peran hukum adat dalam pembagian waris
dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktik pembagian waris di
masyarakat Tarlawi.

Salah satu tantangan terbesar dalam pembagian waris di Indonesia adalah
harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku. Meskipun hukum
adat memberikan fleksibilitas dan menghargai nilai-nilai lokal, ia sering kali tidak
memiliki dasar hukum yang jelas dan diakui secara formal. Oleh karena itu, perlu
adanya upaya untuk mengharmonisasikan hukum adat dengan prinsip-prinsip
hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, negara memiliki peran
penting dalam memastikan bahwa hukum adat tidak bertentangan dengan hak asasi
manusia dan prinsip keadilan yang ada dalam sistem hukum nasional.

Pengakuan terhadap hukum adat dalam konstitusi Indonesia, sebagaimana
tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, memberikan
dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan hukum adat dalam kehidupan sosial
masyarakat. Namun, pengakuan ini harus disertai dengan upaya untuk memastikan
bahwa hukum adat tidak melanggar hak-hak dasar individu, terutama hak
perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum adat dan
hukum positif harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan
kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pembagian waris.

Selain upaya harmonisasi hukum adat dengan hukum positif, negara juga
harus berperan aktif dalam memastikan bahwa pembagian waris dilakukan dengan
cara yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara dapat menyediakan
mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan mengurangi ketidakadilan
yang terjadi dalam pembagian waris, terutama dalam masyarakat adat yang masih
bergantung pada tradisi. Negara juga perlu memberikan perlindungan hukum yang
memadai bagi perempuan dan anak-anak dalam pembagian warisan, untuk
memastikan bahwa hak mereka diakui dan dihormati.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris, dimana penelitian
ini mengkaji dan menelaah hukum secara nyata artinya hukum tidak sekedar
dipahami dari teks undang-undang atau peraturan (law in books) semata, melainkan
hukum harus dipahami secara kontekstual (law in action) dimana hukum bekerja di
dalam masyarakat.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
sosiologis hukum yang berfokus pada penerapan hukum dalam masyarakat adat,
serta pendekatan empiris yang menganalisis data-data yang diperoleh dari praktik
hukum yang ada di lapangan (Sutrisno, 2021). Pendekatan sosiologis hukum melihat
hubungan antara norma hukum dengan kenyataan sosial, sehingga memberikan
gambaran tentang bagaimana sistem hukum adat berjalan dalam masyarakat,
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apakah sistem tersebut memberikan keadilan dan seberapa besar pengaruhnya
terhadap hubungan sosial antar anggota masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk
mempelajari pembagian waris di luar pengadilan karena berhubungan langsung
dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi partisipatif. Wawancara
mendalam dilakukan dengan para ahli waris, tokoh adat, dan masyarakat yang
terlibat dalam pembagian waris adat untuk memperoleh pandangan mereka tentang
proses pembagian waris di luar pengadilan. Wawancara ini bertujuan untuk
menggali pengalaman langsung dari para partisipan dalam menerapkan hukum adat
dalam pembagian waris. Teknik observasi partisipatif dilakukan dengan cara terlibat
langsung dalam proses pembagian waris di masyarakat Tarlawi untuk memahami
bagaimana hukum adat diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Dokumentasi juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data sekunder.
Data sekunder ini diperoleh dari arsip-arsip hukum yang relevan, seperti peraturan
perundang-undangan terkait hukum waris, buku-buku literatur, serta hasil
penelitian terdahulu yang membahas tentang pembagian waris di Indonesia dan
sistem hukum adat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif dengan pendekatan triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk
memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi
agar informasi yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. Menurut Creswell
(2018), triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk mengecek konsistensi data
yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan metode, dengan harapan dapat
memperkuat hasil analisis.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara
mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi,
serta membandingkan temuan tersebut dengan literatur yang relevan. Analisis ini
dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam praktik pembagian
waris di masyarakat Tarlawi dan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh
masyarakat dalam menerapkan hukum adat dalam pembagian waris.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian mengenai pembagian waris di luar pengadilan di masyarakat
Tarlawi menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengaturan dalam sistem hukum
nasional, masyarakat adat lebih cenderung mengutamakan pembagian waris melalui
musyawarah keluarga yang dipimpin oleh tokoh adat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa proses pembagian waris di Desa Tarlawi dilakukan tanpa
melalui pengadilan formal, dengan dasar keputusan yang lebih mengedepankan
nilai-nilai kekeluargaan dan sosial. Hal ini selaras dengan temuan yang dipaparkan
oleh Tarmizi (2024), yang mencatat bahwa masyarakat adat lebih memilih
penyelesaian sengketa waris secara adat karena prosesnya yang lebih cepat dan tidak
memerlukan biaya tinggi. Proses ini menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki
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sistem hukum tersendiri yang berjalan sesuai dengan norma dan kearifan lokal yang
ada.

Hukum adat dalam masyarakat Tarlawi berfungsi sebagai instrumen utama
dalam pembagian waris, meskipun tidak diakui secara eksplisit dalam sistem hukum
nasional. Dalam hal ini, tokoh adat memiliki peran yang sangat penting. Tokoh adat
bertindak sebagai mediator yang memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan
dengan adil sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam adat setempat. Sebagaimana
dijelaskan oleh Karimah (2024), tokoh adat memegang peranan vital dalam menjaga
harmonisasi sosial dan menyelesaikan sengketa antar ahli waris. Keputusan yang
diambil oleh tokoh adat umumnya dihormati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam
pembagian waris, meskipun terdapat tantangan terkait ketidakadilan yang mungkin
terjadi, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Meskipun proses pembagian waris adat di Tarlawi lebih mengedepankan
musyawarah dan mufakat, terdapat kekhawatiran mengenai ketidaksetaraan dalam
pembagian tersebut, terutama dalam hal hak perempuan. Banyak perempuan dalam
masyarakat adat yang menerima bagian warisan yang lebih kecil atau bahkan tidak
mendapatkan bagian sama sekali. Hal ini mengingat adanya pola kekerabatan yang
lebih menguntungkan laki-laki dalam sistem patrilineal, sebagaimana yang terjadi
pada masyarakat Tarlawi. Aulia (2024) mencatat bahwa meskipun hukum Islam
menekankan pembagian yang lebih adil, dalam praktiknya, perempuan sering kali
kurang mendapatkan hak yang setara dalam pembagian waris.

Selain ketidaksetaraan gender, salah satu tantangan terbesar dalam
pembagian waris adat adalah kurangnya transparansi dalam proses pengambilan
keputusan. Pembagian waris yang dilakukan berdasarkan keputusan tokoh adat
sering kali dianggap tidak cukup mengakomodasi suara seluruh pihak, terutama
dalam hal pembagian yang melibatkan banyak ahli waris. Hal ini juga dijelaskan
oleh Muha Danil (2023), yang menyoroti bahwa meskipun proses musyawarah
dianggap efektif, tidak jarang terjadi ketidakpuasan yang muncul karena keputusan
yang diambil oleh tokoh adat tidak selalu mencerminkan prinsip-prinsip keadilan
yang diinginkan oleh semua pihak. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus,
keputusan yang diambil mungkin lebih menguntungkan pihak laki-laki atau pihak
yang memiliki pengaruh lebih besar dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum perdata, meskipun ada ruang untuk pembagian
waris di luar pengadilan melalui kesepakatan keluarga, sering kali tidak ada
kejelasan hukum yang memadai mengenai hak-hak ahli waris yang tidak tercatat
dalam surat wasiat atau dokumen hukum lainnya. Liastikha (2024) menyatakan
bahwa meskipun KUHPerdata memberikan kebebasan kepada pewaris untuk
menentukan pembagian waris, hal ini juga dapat menimbulkan potensi sengketa
hukum jika tidak ada wasiat yang jelas. Pembagian waris di luar pengadilan
berdasarkan kesepakatan keluarga tidak memberikan kepastian hukum yang
memadai, terutama ketika terjadi perselisihan yang membutuhkan penyelesaian
formal di pengadilan.
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Di sisi lain, meskipun pembagian waris adat di luar pengadilan memiliki
keuntungan dalam hal efisiensi dan pengurangan biaya, masih ada tantangan terkait
dengan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang dihadapi oleh beberapa
pihak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi (2024), yang
menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan sering kali
memakan waktu dan biaya yang tinggi, namun memberikan kepastian hukum yang
lebih jelas. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi cara-cara untuk
mengharmonisasikan praktik pembagian waris adat dengan prinsip-prinsip hukum
positif agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua ahli waris,
terutama perempuan dan anak-anak.

Pentingnya kesetaraan gender dalam pembagian waris menjadi isu utama
dalam penelitian ini. Dalam hukum adat, perempuan sering kali dipandang sebagai
pihak yang tidak memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam hal pembagian
harta warisan. Namun, perkembangan kesadaran akan pentingnya hak perempuan
dalam hukum adat menunjukkan bahwa perubahan positif sedang terjadi. Karimah
(2024) mencatat bahwa meskipun hukum adat tradisional seringkali mengabaikan
hak perempuan dalam pembagian waris, banyak komunitas adat yang mulai
memperkenalkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam praktik pembagian
warisan mereka. Hal ini menjadi langkah penting dalam menciptakan keadilan sosial
dalam masyarakat adat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa di atas, maka dapat disimpulkan
sebagaimana berikut ini:

Pengaturan Pembagian Waris dalam Peraturan Perundang-undangan
Indonesia menunjukkan adanya pluralisme hukum, yakni berlakunya tiga sistem
hukum waris secara bersamaan baik hukum waris perdata (KUHPer), hukum waris
Islam (Kompilasi Hukum Islam), maupun hukum waris adat. Masing-masing sistem
hukum memiliki karakteristik dan asas tersendiri, dimana hukum positif cenderung
menekankan kepastian hukum dan pembagian berdasarkan struktur hukum yang
formalistik- positivis. Meskipun demikian, negara mengakui eksistensi hukum adat
melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan beberapa ketentuan dalam peraturan,
sehingga memberi ruang legal bagi penyelesaian waris secara non-litigatif berbasis
nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi masyarakat adat, selama tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Model pembagian waris menurut hukum adat masyarakat Tarlawi
menekankan prinsip keadilan distributif, substantif dan kontekstual berbasis pada
musyawarah, mufakat keluarga, kontribusi sosial, dan kedekatan emosional antar
ahli waris. Proses ini dijalankan tanpa melibatkan pengadilan, dengan
mengedepankan peran tokoh adat sebagai penengah yang dipercaya menjaga
keseimbangan hak dan tanggung jawab. Pembagian tidak semata-mata mengacu
pada hubungan darah formal, melainkan mempertimbangkan jasa merawat orang
tua dan peran dalam keluarga. Sistem ini mencerminkan keberlanjutan konsep living
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law yang hidup dalam masyarakat, dan prinsip difference principle serta menjadi
bentuk penyelesaian sengketa waris yang efektif, efisien, bermartabat, meskipun
belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum positif secara formal.
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